SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor :525\ -5/1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI
Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal.24. Desember. 2008, tentang Perizinan Pendirian dan
Penutupan Penyelenggaraan I K/TKLB} ‘SD/SDLB, S,»MPISMPLB Swasta, maka dengan
ini KLpala Suku Dinas Pendidikan D"m. a Administrasi Jakarta Barat memberi izin

Nama Sekolah
Alamat

Pimpinan Yayasan

Kepala Sekolah

a. Mclaksanakan chutusal
Pusat dan atau Pemerintah Daelah

b. Aktif dalam kegiatan yang di sulcnggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas
Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi

c. Surat izin operasional ini  berlaku secjak tanggal 28 Agustus 2014
sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 .

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan|
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

leciualkan di Jakarta
GET Pprhitany 28 Agustus 2014
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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRAS] HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0022163 Kepada Yth.
Notaris RIAN ERZA M.KN..

: . JI. Arif Rahman Hakim Nomor 75
Perihal : Penerimaan Perubahan KOTA SUKABUMI
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data

YAYASAN ADIKARA NIAT

Lampiran :

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 3, tanggal 25 November 2020 yang dibuat oleh
Notaris RIAN ERZA M.KN., berkedudukan di KOTA SUKABUM|, mengenai perubahan Kedudukan,
Alamat Lengkap, YAYASAN ADIKARA NIAT, berl.tedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 25 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H,, LLM,
196950918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 November 2020
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0029950.AH.01.12,TAHUN 2020 TANGGAL 25 November

2020



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada
Yth. 1. Para Pimpinan  Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasla
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun

2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomear 7
Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikul :

1

lzin Prinsip lembaga pendidikan yang telah’ dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan
alau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan
pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.

Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
dan alau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap beraku sepanjang lembaga
pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat,
dan slatus lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus
perpanjangan izin operasional.

Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu
manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekalah dengan
menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detall Tala Ruang dan
Peraluran Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang
Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.

Khusus permohonan lzin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau
Satuan Paud Sejenls yang berada di zona perumahan yang bersifat non profinon
komersil serta bukan diselenggarakan cleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus
melampirkan :



a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; d
] . 4 n
b. Persetujuan tetangga disekilarnya sebagai pengganti UUG. a

6. Pemanfaatan fasitas sekolah negeri olah yayasan sekolah swasta hanya dapat

g:ﬁ’i::‘:‘“o"ﬁ“ga: ::ﬂ"gal Wfiﬂnl;*ian ketjasama antara yayasan dengan Pemerintah

akarta, dalam hal ini Badan Pengelo

Provinsl DKI Jokarta. gelola Kevangan dan Aset Daerah
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memilii izin operasional dan terakreditasi

dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesual hasil analisis

tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapaltkan izin dari Dinas

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
serta penuh tanggung jawab,
=
Rt Djus Pendidikan
Prg¢ "b_qs Ibukota Jakarta,
3
1926031001

Tembusan :
1. Gubemur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provins| DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-SM Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKl Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah | dan Wilayah Il Kola Administrasi di Provinsi

DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14, Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta

Para Penilixk PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

Dipindai dengan CamScanner



